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ABSTRACT 

The Agrarian Law plays a crucial role in regulating land ownership and utilization, but conflicts 

often arise between agrarian law provisions and the Sharia principles that guide Muslim 

communities. 

In relation to land ownership, Sharia values emphasize justice, balance, and blessings. However, 

in practice, there are situations where the land ownership system governed by agrarian law does 

not always accommodate these Sharia principles, as seen in cases of land monopolies and 

exploitative practices that harm the community. 

To address this issue, there is a need for harmonization between Sharia values and agrarian law 

provisions. This harmonization can be achieved through several approaches, including revising 

agrarian regulations that are not in line with Sharia principles, developing land ownership 

mechanisms that are more just and equitable, and increasing the understanding and awareness 

of the community regarding the importance of applying Sharia values in land ownership and 

utilization. 

In this context, research is also needed to identify obstacles and challenges in harmonizing 

Sharia values and land ownership, as well as to develop effective implementation models. Such 

research can involve various stakeholders, including legal experts, scholars, government 

officials, and land-related communities, to generate comprehensive and sustainable solutions. 

It is hoped that through the harmonization of Sharia values and land ownership in the 

implementation of agrarian law, a legal framework that is more just and equitable can be 

established, supporting sustainable social and economic development within the community. 
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ABSTRAK 

Hukum Agraria memegang peranan penting dalam pengaturan kepemilikan dan pemanfaatan 

tanah, namun sering kali terjadi konflik antara ketentuan hukum agraria dengan prinsip-prinsip 

syariah yang menjadi acuan bagi masyarakat Muslim. 

Dalam kaitannya dengan kepemilikan tanah, nilai-nilai syariah menekankan aspek keadilan, 

keseimbangan, dan keberkahan. Namun, dalam praktiknya, terdapat situasi di mana sistem 

kepemilikan tanah yang diatur oleh hukum agraria tidak selalu mengakomodasi prinsip-prinsip 

syariah tersebut, seperti dalam kasus monopoli tanah dan eksploitasi yang merugikan 

masyarakat. 

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan harmonisasi antara nilai-nilai syariah dan 

ketentuan hukum agraria. Harmonisasi ini dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, antara 

lain revisi peraturan-peraturan agraria yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, 



p-ISSN No. 2337-4667, e-ISSN NO. 1359957835 

Februari 2022, Vol. 10 No. 2 

230 

 

pengembangan mekanisme kepemilikan tanah yang lebih adil dan berkeadilan, serta peningkatan 

pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan nilai-nilai syariah dalam 

kepemilikan dan pemanfaatan tanah. 

Dalam konteks ini, penelitian juga perlu dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan dan 

tantangan dalam harmonisasi nilai-nilai syariah dan kepemilikan tanah, serta mengembangkan 

model-model implementasi yang efektif. Penelitian-penelitian ini dapat melibatkan berbagai 

aktor, seperti ahli hukum, ulama, pemerintah, dan masyarakat terkait tanah agar dapat 

menghasilkan solusi yang menyeluruh dan berkelanjutan. 

Diharapkan dengan adanya harmonisasi antara nilai-nilai syariah dan kepemilikan tanah dalam 

implementasi hukum agraria, dapat tercipta tatanan hukum yang lebih adil dan berkeadilan, serta 

mendukung pembangunan berkelanjutan secara sosial dan ekonomi dalam masyarakat. 

Kata Kunci: Hukum Agraria; Nilai-Nilai Syariah; Hukum Islam 

 

 

PENDAHULUAN 

Dalam era keuangan dan ekonomi global yang terus berkembang, terlihat pergeseran 

signifikan dalam pandangan masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini 

mewakili sistem etika dan keadilan yang kuat, yang tumbuh dalam komunitas Muslim dan kini 

menarik perhatian dunia internasional. Dalam konteks ini, implementasi prinsip-prinsip syariah 

dalam hukum agraria menjadi penting untuk menjaga keadilan, keseimbangan, dan harmoni 

dalam kepemilikan tanah. 

Pergeseran paradigma ekonomi dan keuangan global menuju prinsip-prinsip syariah 

menjadi fenomena menarik yang perlu diteliti lebih lanjut. Prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang 

didasarkan pada penghargaan terhadap keseimbangan, keadilan, dan ketidakberpihakan terhadap 

riba (bunga), memiliki dampak luas dalam berbagai sektor, termasuk hukum agraria. 

Pada saat yang sama, kepemilikan tanah di dalam konteks hukum agraria memiliki peran 

krusial dalam mewujudkan keadilan dan kestabilan sosial. Kepemilikan tanah yang adil, 

berlandaskan nilai-nilai syariah, dapat menjadi instrumen untuk pembagian kekayaan yang 

merata dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

Namun, meskipun ada kesadaran dan aksi nyata dalam mengimplementasikan prinsip-

prinsip syariah, terdapat tantangan yang perlu diatasi dalam mengharmonisasikan nilai-nilai 

syariah dan kepemilikan tanah dalam konteks hukum agraria. Tantangan tersebut meliputi 

perspektif yang beragam, perbedaan interpretasi, dan koordinasi antara lembaga keuangan, 

pemimpin agama, dan sektor hukum. 
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Dalam penelitian ini, tujuan utama adalah untuk menyelidiki pentingnya harmonisasi 

nilai-nilai syariah dan kepemilikan tanah dalam implementasi hukum agraria. Penelitian ini juga 

akan menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mencapai harmonisasi tersebut. 

Melalui penelitian ini, diharapkan kontribusi konseptual dan praktis terhadap pengembangan 

hukum agraria yang mencerminkan nilai-nilai syariah dapat ditemukan. 

Selain itu, implikasi penelitian ini dapat membantu masyarakat, pemerintah, dan sektor 

industri terkait dalam mengambil kebijakan yang mendorong harmonisasi nilai-nilai syariah dan 

kepemilikan tanah sebagai langkah penting menuju keadilan dan keberlanjutan ekonomi. 

Demikianlah pendahuluan ini bertujuan untuk menggarisbawahi pentingnya pergeseran 

paradigma ekonomi dan keuangan global menuju prinsip-prinsip syariah dalam konteks 

harmonisasi nilai-nilai syariah dan kepemilikan tanah dalam implementasi hukum agraria. 

Penelitian ini diyakini akan memberikan kontribusi penting dalam memahami tantangan dan 

peluang dalam mencapai keadilan dan keseimbangan dalam kepemilikan tanah dengan landasan 

nilai-nilai syariah. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang bertolak pada suatu 

proses guna mendapatkan kaidah hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum untuk 

memberikan jawaban atau isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau 

konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.  

Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan 

konsep (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan terhadap norma-

norma yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur sesuai dengan judul pada jurnal 

ini, sedangkan pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang mengacu pada pendapat dan doktrin 

dalam ilmu hukum guna memperoleh ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum dan prinsip-prinsip 

hukum yang relevan dengan pokok bahasan.  

Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan 

atau menjelaskan gejala hukum, dalam hal ini menemukan konsep yang tepat dalam klasifikasi 

bangunan gedung. 
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Sumber Bahan Hukum  

Ada dua bagian dari bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

yaitu :  

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat: Al-Quran dan Hadist ; 

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA); Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 tentang Wakaf; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa buku-buku teks, 

jurnal hukum dan pendapat ahli hukum yang relevan dengan pokok bahasan.  

2. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia. 

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka 

yaitu penelitian dengan cara memeriksa, penandaan, rekonstruksi dan sistematika. 

Analisa Bahan Hukum 

Bahan-bahan hukum yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu penganalisaan 

tanpa menggunakan angka-angka melainkan membuat kesimpulan atas hasil penafsiran terhadap 

aturan hukum yang relevan dengan pokok bahasan. 

yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti 

kamus hukum dan ensiklopedia. 

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka 

yaitu penelitian dengan cara memeriksa, penandaan, rekonstruksi dan sistematika. 

Analisa Bahan Hukum 

Bahan-bahan hukum yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu penganalisaan 

tanpa menggunakan angka-angka melainkan membuat kesimpulan atas hasil penafsiran terhadap 

aturan hukum yang relevan dengan pokok bahasan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil  

Kepemilikan tanah menduduki peran sentral dalam kerangka hukum agraria, bertindak 

sebagai pilar utama dalam pembentukan struktur ekonomi dan sosial suatu masyarakat. Dalam 

konteks hukum agraria, kepemilikan tanah bukan hanya merupakan hak legal, tetapi juga 
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memiliki implikasi yang sangat besar terhadap distribusi kekayaan, ketahanan pangan, dan 

pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Melalui kepemilikan tanah, individu dan komunitas 

dapat mengakses sumber daya alam yang esensial, seperti lahan pertanian dan hutan, yang 

merupakan fondasi bagi produksi pangan dan kehidupan berkelanjutan. 

Prinsip-prinsip syariah yang relevan dengan kepemilikan tanah, termasuk konsep hak 

kepemilikan, pemberdayaan masyarakat, dan distribusi kekayaan yang adil. Fokusnya pada 

integrasi atau harmonisasi nilai-nilai syariah dengan hukum agraria konvensional menawarkan 

potensi untuk menciptakan landasan hukum yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan 

dan keberlanjutan. (Hamzah, 2019). 

Kontribusi penelitian dapat tercermin dalam pengembangan hukum agraria yang 

mencerminkan nilai-nilai syariah. Dengan merinci integrasi nilai-nilai syariah dalam hukum 

agraria, penelitian ini dapat memberikan arahan untuk pengembangan kebijakan yang lebih 

berorientasi pada keadilan, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. 

Potensi kontribusi ini tidak hanya terbatas pada ranah hukum, tetapi juga memiliki 

implikasi pada tingkat sosial dan ekonomi. Pengembangan hukum agraria yang mencerminkan 

nilai-nilai syariah dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat, mengurangi disparitas sosial, 

dan menciptakan landasan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, hasil 

penelitian ini dapat menjadi panduan berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan 

masyarakat dalam upaya meningkatkan sistem hukum agraria yang lebih inklusif dan adil. 

 

Pembahasan  

A. Kepemilikan Tanah Sebagai Aset Yang Penting Dalam Konteks Hukum Agraria 

Hukum agraria di Indonesia merujuk pada sekumpulan peraturan hukum yang mengatur 

tentang pertanahan, hak-hak kepemilikan tanah, penggunaan tanah, dan segala aspek terkait 

dengan pertanian dan agraria secara umum. Hukum agraria di Indonesia didasarkan pada sistem 

hukum yang menggabungkan unsur-unsur hukum adat, hukum kolonial Belanda, serta ketentuan-

ketentuan perundang-undangan yang berkaitan. 

Sistem hukum agraria di Indonesia memiliki beberapa ciri dan asas yang mendasar. Di 

antaranya adalah: 

- Sistem Kepemilikan Tanah: Sistem kepemilikan tanah di Indonesia secara umum 

mengenal dua bentuk kepemilikan yaitu hak milik dan hak guna usaha. Hak milik adalah 
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bentuk kepemilikan tanah paling kuat, sedangkan hak guna usaha memberikan hak 

kepada individu atau badan hukum untuk memanfaatkan tanah negara atau tanah hak 

pengelolaan selama jangka waktu tertentu. 

- Adanya Pembatasan dan Pengaturan: Hukum agraria di Indonesia juga mengatur tentang 

pembatasan kepemilikan tanah oleh warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia. 

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tanah negara dan sumber daya alam yang 

terkandung di dalamnya dimanfaatkan secara efisien dan sebesar-besarnya untuk 

kepentingan nasional. 

- Perlindungan Hak-hak Pihak Terkait: Hukum agraria memberikan perlindungan terhadap 

hak-hak pihak-pihak yang terlibat dalam pertanahan, seperti hak-hak pemilik tanah, 

masyarakat adat, petani, nelayan, dan pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan 

tanah dan agraria. 

- Sistem Pendaftaran dan Administrasi Pertanahan: Untuk memastikan legalitas 

kepemilikan tanah, hukum agraria di Indonesia juga mengatur tentang sistem pendaftaran 

dan administrasi pertanahan. Proses pendaftaran tanah penting untuk memperoleh 

kepastian hukum terkait kepemilikan tanah dan menghindari sengketa atau konflik yang 

berkaitan dengan tanah. 

Beberapa peraturan hukum yang menjadi landasan utama dalam hukum agraria di 

Indonesia antara lain adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-

Undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pembatalan Hak-Hak dan Pemberian Ganti Rugi Atas 

Tanah-tanah Yang Telah Diserahkan Untuk Kepentingan Umum, dan berbagai peraturan lebih 

lanjut yang terkait dengan pertanahan. 

Hukum agraria di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan kebutuhan 

dan perubahan dalam masyarakat. Tujuan utama dari hukum agraria adalah untuk 

menyelenggarakan dan melindungi pertanahan serta memastikan keadilan dalam pemanfaatan 

dan kepemilikan tanah untuk kepentingan masyarakat.  

Kepemilikan tanah memegang peran sentral dalam struktur hukum agraria suatu negara, 

mencerminkan kompleksitas hubungan antara individu, masyarakat, dan sumber daya alam. 

Dalam kerangka hukum agraria, kepemilikan tanah bukan hanya sekadar konsep hukum properti, 
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tetapi juga merupakan fondasi bagi stabilitas ekonomi, ketahanan pangan, dan keberlanjutan 

lingkungan, yaitu : 

1. Distribusi Kekayaan dan Kesejahteraan Ekonomi: Kepemilikan tanah menentukan 

distribusi kekayaan di dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, struktur kepemilikan 

tanah yang tidak merata dapat mengakibatkan ketidaksetaraan ekonomi. Penelitian 

tentang kepemilikan tanah dapat mengungkap bagaimana struktur kepemilikan tanah 

memengaruhi distribusi pendapatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. 

Kepemilikan tanah yang terkonsentrasi pada sejumlah kecil individu atau entitas dapat 

menciptakan disparitas ekonomi yang signifikan, sementara kepemilikan yang merata 

dapat memperkuat pemberdayaan ekonomi di berbagai lapisan masyarakat. 

2. Akses terhadap Sumber Daya Alam: Kepemilikan tanah memberikan akses terhadap 

sumber daya alam yang esensial, seperti lahan pertanian, hutan, dan air. Kepemilikan 

tanah yang adil dan merata mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan. 

Sebaliknya, struktur kepemilikan tanah yang tidak merata dapat mengakibatkan 

eksploitasi sumber daya alam, deforestasi, dan degradasi lingkungan. Penelitian pada 

aspek ini dapat menggambarkan bagaimana hukum agraria membentuk pola penggunaan 

lahan dan dampaknya terhadap ekologi lokal dan global. 

3. Hak dan Tanggung Jawab: Kepemilikan tanah melibatkan hak dan tanggung jawab 

terkait pengelolaan dan penggunaan tanah. Dalam konteks hukum agraria, penelitian 

dapat menyelidiki bagaimana hak kepemilikan tanah mengatur penggunaan lahan, 

termasuk hak untuk mengembangkan, menanam, atau mentransfer kepemilikan. 

Pemahaman tentang tanggung jawab terkait, seperti pelestarian lingkungan atau 

pembagian hasil tanah, dapat membentuk dasar untuk kebijakan agraria yang lebih 

inklusif. 

4. Peran dalam Pembangunan Ekonomi dan Sosial: Kepemilikan tanah memiliki peran 

strategis dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Penelitian dapat menguji bagaimana 

kepemilikan tanah memengaruhi investasi, pertumbuhan sektor pertanian, dan 

perkembangan komunitas lokal. Kepemilikan tanah yang jelas dan adil dapat 

memberikan insentif bagi investasi jangka panjang, menciptakan lapangan kerja, dan 

meningkatkan taraf hidup masyarakat agraris. 
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5. Implikasi pada Stabilitas Sosial: Struktur kepemilikan tanah juga memiliki implikasi 

signifikan pada stabilitas sosial. Kesenjangan yang besar dalam kepemilikan tanah dapat 

menciptakan ketegangan sosial dan konflik. Penelitian dapat menyelidiki hubungan 

antara struktur kepemilikan tanah dan tingkat konflik atau ketidakstabilan sosial. 

Kepemilikan tanah yang merata dapat mendukung pembangunan masyarakat yang lebih 

stabil dan inklusif. 

Penelitian yang mendalam tentang kepemilikan tanah dalam konteks hukum agraria dapat 

memberikan wawasan yang kritis untuk merancang kebijakan yang lebih adil, berkelanjutan, dan 

mengakomodasi kepentingan berbagai pihak. Dengan memahami peran sentral kepemilikan 

tanah, masyarakat dapat mengembangkan sistem hukum agraria yang mendukung pertumbuhan 

ekonomi yang berkeadilan dan keberlanjutan lingkungan. 

B. Prinsip-Prinsip Syariah Yang Relevan Dengan Kepemilikan Tanah Dan Nilai-Nilai 

Syariah Dapat Diintegrasikan Atau Diharmonisasikan Dengan Hukum Agraria. 

Prinsip-prinsip Syariah yang relevan dengan kepemilikan tanah adalah dasar yang penting 

dalam memahami bagaimana nilai-nilai Syariah dapat diintegrasikan atau diharmonisasikan 

dengan hukum agraria. Berikut ini akan dijelaskan dalam 500 kata mengenai prinsip-prinsip 

Syariah yang relevan dengan kepemilikan tanah dan bagaimana nilai-nilai Syariah dapat 

diintegrasikan dengan hukum agraria. (Hamzah, 2019) 

Prinsip-prinsip Syariah yang relevan dengan kepemilikan tanah mencakup beberapa 

aspek penting. Pertama, prinsip kepemilikan individual menekankan bahwa tanah adalah 

anugerah dari Allah SWT dan manusia diberikan tanggung jawab untuk memeliharanya dengan 

baik. Prinsip ini menunjukkan pentingnya menghormati hak milik individu dalam kepemilikan 

tanah dan memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap hak-hak kepemilikan 

tersebut. (Makarim, 2020) 

Kedua, prinsip keadilan sosial mendorong distribusi tanah yang adil dan merata di antara 

masyarakat. Hal ini berarti bahwa hukum agraria harus memastikan bahwa tidak ada monopoli 

tanah yang merugikan kepentingan umum dan memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam 

mengakses tanah untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Prinsip ini juga mendukung 

perlindungan terhadap hak-hak kaum lemah yang rentan terhadap ketidakadilan dalam 

kepemilikan tanah. 
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Ketiga, prinsip pemeliharaan lingkungan alam merupakan aspek penting dalam 

kepemilikan tanah menurut Syariah. Tanah dipandang sebagai warisan umat manusia yang harus 

dijaga keberlanjutannya. Oleh karena itu, hukum agraria perlu memperhatikan kelestarian 

lingkungan dan menghasilkan regulasi yang memastikan penggunaan tanah yang berkelanjutan, 

agar tidak merusak ekosistem dan menghindari pemerasan sumber daya alam. 

Keempat, prinsip ketaatan pada Allah SWT menunjukkan bahwa dalam kepemilikan 

tanah, individu harus bertindak dengan integritas dan kejujuran, serta memenuhi kewajiban-

kewajiban agama terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan tanah. Prinsip ini menekankan 

pentingnya etika dalam praktik kepemilikan tanah dan menghindari praktik-praktik yang 

bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama. 

Untuk mengintegrasikan atau mengharmonisasikan nilai-nilai Syariah dengan hukum 

agraria, langkah-langkah berikut dapat diambil. Pertama, perlu adanya sinergi antara lembaga-

lembaga hukum Islam dan lembaga-lembaga hukum agraria yang ada. Perlu dilakukan 

peninjauan kembali terhadap peraturan-peraturan agar dapat memastikan bahwa kepentingan 

Syariah tercakup dalam regulasi hukum agraria. 

Kedua, pengembangan lembaga pembiayaan Islamic banking yang memfasilitasi program 

pemilikan tanah dengan prinsip Murabahah atau musyarakah. Hal ini dapat memungkinkan 

masyarakat yang ingin memiliki tanah secara Islami untuk mendapatkan dukungan keuangan 

yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. 

Ketiga, diperlukan pendidikan dan kesadaran masyarakat yang lebih baik mengenai 

prinsip-prinsip Syariah terkait kepemilikan tanah. Melalui pendekatan edukasi, masyarakat dapat 

memahami pentingnya menggelar praktik-praktik kepemilikan tanah yang sesuai dengan nilai-

nilai Syariah dan melindungi hak-hak kepemilikan individu. 

Keempat, perlu adanya kerjasama antara ulama, akademisi, praktisi hukum, dan 

pemerintah dalam mengembangkan pandangan dan pendekatan yang holistik dalam 

mengintegrasikan nilai-nilai Syariah dengan hukum agraria. Ini dapat dilakukan melalui forum-

forum diskusi, seminar, dan penelitian bersama untuk mencapai pemahaman dan konsensus yang 

lebih baik mengenai harmonisasi nilai-nilai Syariah dan kepemilikan tanah. 

Dalam implementasi hukum agraria, penting untuk memperhatikan bahwa integrasi nilai-

nilai Syariah dengan hukum agraria tidak hanya berhenti pada level regulasi formal, tetapi juga 

memperhatikan praktik dan implementasi yang berpihak pada keadilan dan kesejahteraan 



p-ISSN No. 2337-4667, e-ISSN NO. 1359957835 

Februari 2022, Vol. 10 No. 2 

238 

 

masyarakat. Dengan demikian, harmonisasi nilai-nilai Syariah dan kepemilikan tanah dalam 

implementasi hukum agraria dapat menciptakan sistem yang lebih adil, berkelanjutan, dan 

mencerminkan prinsip-prinsip Islam yang mendasari.  (Djazuli, 2021) 

C. Kontribusi Penelitian Terhadap Pengembangan Hukum Agraria Yang Mencerminkan 

Nilai-Nilai Syariah 

Kontribusi terhadap pengembangan hukum agraria yang mencerminkan nilai-nilai 

Syariah memiliki potensi untuk memberikan perbaikan dan harmonisasi antara hukum agraria 

yang ada dengan prinsip-prinsip Syariah. Melalui penelitian yang mendalam, kemungkinan 

penyesuaian atau penyempurnaan peraturan-peraturan yang ada dapat diidentifikasi, dengan 

tujuan mencapai harmonisasi yang lebih baik antara hukum agraria dan prinsip-prinsip Syariah. 

Penyesuaian atau penyempurnaan peraturan hukum agraria dapat memperbaiki 

perlindungan hak-hak kepemilikan tanah sesuai dengan nilai-nilai Syariah. Hal ini mencakup 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak kepemilikan individu, serta hak-hak masyarakat 

untuk mendapatkan tanah yang adil dan merata. Misalnya, dengan memastikan bahwa ada 

mekanisme yang efektif untuk memastikan keabsahan dan kekuatan hukum atas dokumen-

dokumen kepemilikan tanah, sehingga mencegah ketidakadilan dan penyalahgunaan yang 

mungkin terjadi. 

Selain itu, kontribusi terhadap pengembangan hukum agraria yang mencerminkan nilai-

nilai Syariah dapat mendorong keadilan dalam pengaturan agraria. Ini mencakup aspek-aspek 

seperti pembagian tanah yang adil, melarang monopoli tanah yang merugikan masyarakat, dan 

memperhatikan kepentingan kaum lemah dalam kepemilikan tanah. Dengan memenuhi prinsip-

prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam Syariah, kebijakan dan peraturan agraria dapat 

menjadi lebih inklusif dan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan 

masyarakat secara luas. (Abd. Wahab, 2017) 

Selanjutnya, kontribusi ini diharapkan dapat memenuhi tuntutan nilai-nilai Syariah yang 

ingin diwujudkan dalam konteks pertanahan. Misalnya, dengan memperkuat prinsip-prinsip 

pemeliharaan lingkungan alam dalam hukum agraria, termasuk pembatasan penggunaan tanah 

yang dapat merusak ekosistem dan lingkungan hidup. Ini mencerminkan nilai-nilai keberlanjutan 

dan warisan alam yang terkandung dalam ajaran Islam. 

Dalam penelitian yang melibatkan harmonisasi antara hukum agraria dan prinsip-prinsip 

Syariah, penting untuk melibatkan berbagai pihak yang berkompeten, seperti akademisi, ulama, 
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praktisi hukum, dan pihak berwenang terkait. Kolaborasi ini dapat membantu mengidentifikasi 

celah dan tantangan dalam sistem hukum agraria yang ada, serta membahas kemungkinan 

perubahan atau penyempurnaan yang dibutuhkan. Lebih jauh lagi, penelitian tersebut dapat 

memperkuat basis pengetahuan mengenai kaitan antara hukum agraria dan prinsip-prinsip 

Syariah, sehingga memberikan pijakan yang lebih kokoh dalam merumuskan kebijakan publik 

dan memperkuat perlindungan hak-hak dalam konteks pertanahan. 

Secara keseluruhan, kontribusi terhadap pengembangan hukum agraria yang 

mencerminkan nilai-nilai Syariah memiliki potensi besar untuk memperbaiki perlindungan hak-

hak kepemilikan tanah, mendorong keadilan dalam pengaturan agraria, dan memenuhi tuntutan 

nilai-nilai Syariah yang ingin diwujudkan dalam konteks pertanahan. Dengan mengintegrasikan 

prinsip-prinsip Syariah ke dalam hukum agraria, dapat terbentuk sistem yang lebih adil, inklusif, 

dan berkelanjutan untuk kepemilikan tanah. 

 

KESIMPULAN 

Kepemilikan tanah memiliki peran penting dalam konteks hukum agraria. Tanah 

dianggap sebagai aset yang sangat berharga dan memiliki implikasi sosial, ekonomi, dan politik 

yang signifikan. 

Prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, seperti keadilan, 

kebersamaan, dan penghindaran riba, dapat diintegrasikan atau diharmonisasikan dengan hukum 

agraria yang ada. Penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai syariah dalam pengaturan hukum 

agraria guna menciptakan sebuah sistem yang sesuai dengan ajaran agama. 

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum agraria yang 

mencerminkan nilai-nilai syariah. Melalui penelitian ini, dapat diidentifikasi kemungkinan 

penyesuaian atau penyempurnaan peraturan-peraturan yang ada guna mencapai harmonisasi 

antara hukum agraria dan prinsip-prinsip syariah. Kontribusi ini diharapkan dapat memperbaiki 

perlindungan hak-hak kepemilikan tanah, mendorong keadilan dalam pengaturan agraria, dan 

memenuhi tuntutan nilai-nilai syariah yang ingin diwujudkan dalam konteks pertanahan. 

Kesimpulan ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah 

dalam konteks kepemilikan tanah dan mengembangkan hukum agraria yang mencerminkan nilai-

nilai syariah. Dengan demikian, diharapkan dapat terwujud keselarasan antara sistem hukum 
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agraria dan nilai-nilai syariah serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjalankan prinsip-

prinsip agama dalam kepemilikan dan pemanfaatan tanah. 
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